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ABSTRAK 

 

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh 

Pemerintah Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh, termasuk Kabupaten Pidie 

yang tercatat sebagai salah satu daerah termiskin. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam upaya menurunkan 

angka kemiskinan melalui program perlindungan sosial dan pemberdayaan 

masyarakat. Metode kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali data dan 

informasi mengenai pelaksanaan program yang ada. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Dinas Sosial telah merancang berbagai program yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan 

(PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, tantangan dalam 

pelaksanaannya tetap ada, seperti kurangnya akses masyarakat terhadap 

pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak.Evaluasi menunjukkan 

bahwa keterlibatan masyarakat dan kolaborasi dengan berbagai pemangku 

kepentingan sangat penting untuk mencapai keberhasilan program. Meskipun 

terdapat dampak positif dari inisiatif yang diterapkan, masih diperlukan perbaikan 

dalam akuntabilitas dan kesetaraan akses.Penelitian ini menyoroti peran strategis 

Dinas Sosial dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program yang ada. 

Melalui penguatan kolaborasi dan partisipasi masyarakat, diharapkan upaya 

penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie dapat berjalan lebih efektif dan 

berkelanjutan. Dengan demikian, kualitas hidup masyarakat di daerah ini dapat 

meningkat, memberikan harapan baru bagi Pembangunan Sosial dan ekonomi 

yang lebih baik di masa depan. 

 

Kata Kunci : Kemiskinan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, 

Program Perlindungan Sosial, Kabupaten Pidie, SDGs.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh 

Pemerintah Indonesia, termasuk Provinsi Aceh yang tercatat sebagai salah satu 

provinsi termiskin pada tingkat Nasional, termasuk Kabupaten Pidie. Pemerintah 

yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan sosial 

masyarakat. Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, angka 

kemiskinan di Kabupaten Pidie menunjukkan perubahan yang memerlukan 

perhatian serius. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat Kemiskinan adalah 

kurangnya akses masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Peluang Kerja 

yang layak1.  

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan paling kompleks yang 

dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh yang dikenal 

sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di nasional, 

terutama di Kabupaten Pidie. Sebagai entitas yang bertanggung jawab atas 

Kesejahteraan Sosial Masyarakat, Pemerintah perlu menghadapi isu ini dengan 

serius. Dalam perubahan dinamika Sosial dan ekonomi yang cepat, data 

kemiskinan di Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak 

untuk memberikan perhatian lebih.  

Salah satu penyebab utama tingginya angka kemiskinan adalah 

terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas, layanan 

kesehatan yang memadai, serta peluang kerja yang layak. Oleh karena itu, upaya 

untuk meningkatkan aksesibilitas dalam bidang-bidang tersebut sangat penting 

untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di 

wilayah ini.  

                                                
1 Masfi Sya’fiatul Ummah, “Peran Baitul MAL DALAM MENGURANGI ANGKA 

KEMISKINAN DI KOTA BANDA ACEH PROVINSI ACEH,” Sustainability (Switzerland) 11, 

no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0

Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT

_STRATEGI_MELESTARI. 
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Kementerian Sosial menjalankan peran yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial, dengan tujuan membantu 

Presiden dalam menjalankan tugas negara. Berdasarkan Peraturan Presiden 

Nomor 110 tahun 2021 tentang Kementrian Sosial, kementerian ini bertanggung 

jawab atas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan 

dengan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan 

sosial, serta penanganan fakir miskin. 

 Fokus utama Kementerian Sosial adalah pada kegiatan sosial dan 

pengabdian kepada masyarakat, serta koordinasi berbagai program sosial yang 

ada.Dalam konteks pelaksanaan tugas pemerintah yang diamanatkan oleh 

pembukaan UUD 1945, Kementerian Sosial berkomitmen untuk memajukan 

kesejahteraan umum. Melalui berbagai upaya, kementerian ini bertekad untuk 

meningkatkan taraf hidup, kualitas, dan keberlanjutan kehidupan bagi fakir 

miskin, kelompok rentan, dan orang-orang tidak mampu, sehingga dapat 

berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan di negara ini. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan dua strategi utama yang meliputi pengurangan 

beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan. Selain itu, kementerian juga 

berusaha mengatasi ketimpangan dan kesenjangan dalam kantong-kantong 

kemiskinan, serta meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan 

kesejahteraan sosial. 

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Sosial dituntut untuk 

menerapkan prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, 

akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

setiap program dan kebijakan yang diimplementasikan memberikan manfaat yang 

maksimal bagi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik terhadap 

institusi pemerintah. Salah satu Program untuk mengatasi masalah kemiskinan 

adalah dengan Peran Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung suatu Program 

Sustainable Development Goals (SDGs) yang dijalankan oleh PBB. 

Program Sustainable Development Goals (SDGs) adalah inisiatif global 

yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
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pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan, yang bertujuan untuk mengatasi 

berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihadapi dunia, 

termasuk pengentasan kemiskinan, perlindungan lingkungan, dan pencapaian 

kesetaraan gender. Setiap tujuan memiliki target dan indikator yang spesifik, yang 

dirancang untuk dicapai pada tahun 2030. Program ini menekankan pentingnya 

kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu untuk 

menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. SDGs berupaya 

menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih berkelanjutan bagi generasi 

mendatang. 

Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) adalah untuk membuat 

kemajuan progresif dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dan 

mengurangi ketidaksetaraan di Negara. Masih banyak kendala dalam 

mengimplementasikan sustainable development goals yaitu perluasan. Banyak 

daerah yang mempunyai tingkat kemiskinan yang berbeda-beda, yang dipengaruhi 

oleh kondisi wilayah, peraturan daerah, serta jumlah dan persentase penduduk. 

Salah satu provinsi termiskin di Indonesia adalah Provinsi Aceh, terutama di 

Pulau Sumatera. Dari data statistik bahwa Provinsi Aceh termasuk di antara 10 

Provinsi termiskin di Indonesia.2 

Berdasarkan data yang dirilis, persentase penduduk miskin yang ada di 

Kabupaten Pidie pada tahun dan 2023 tercatat 18,78% penduduk Kabupaten Pidie 

masih hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam upaya mengimplementasikan 

Program Pemerintah untuk mengurangi kemiskinan guna mendukung Sustainable 

Development Goals (SDGs) untuk menurunkan angka kemiskinan, Dinas Sosial 

Kabupaten Pidie telah merancang dan menjalankan berbagai strategi dan program 

yang komprehensif.Strategi-strategi tersebut mencakup peningkatan kualitas dan 

jangkauan program-program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat 

miskin, serta kolaborasi dengan stakeholder terkait, Dinas Sosial berharap dapat 

mempercepat laju penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Pidie dan 

mendukung program pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan guna 

mendukung mencapai target SDGs yang telah ditetapkan .  

                                                
2 Diakses dari https://www.bps.go.id/id, Pada Juli 2024 

https://www.bps.go.id/id
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Tahun 2024 

 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 8 Tahun 

2017 “Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 

Dinas Sosial Kabupaten Pidie”. Dalam pasal 5 dan 6 “berbunyi Dinas Sosial 

Kabupaten Pidie mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan 

pemerintah Bidang Sosial dan urusan tugas pembantuan yang diberikan kepada 

daerah”. 

Dinas Sosial Kabupaten Pidie memiliki beragam tugas, salah satu tugas 

utamanya adalah pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang 

dirancang untuk meningkatkan  kesejahteraan. Dinas Sosial Kabupaten Pidie  juga 

menyediakan layanan sosial bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, 

lanjut usia, dan anak-anak.  

Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Pidie terlibat dalam penanganan 

kemiskinan dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah tersebut melalui 

berbagai program bantuan sosial. Mereka menyelenggarakan pendidikan dan 

pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian 

masyarakat. Penyaluran bantuan sosial, baik dari pemerintah pusat maupun 

daerah, juga menjadi bagian penting dari tugas Dinas Sosial Kabupaten Pidie.   

Dalam upaya menjaga stabilitas sosial, Dinas Sosial Kabupaten Pidie 
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18.80%
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melakukan pencegahan dan penanganan konflik sosial dengan mengidentifikasi 

potensi konflik dan melakukan mediasi. Selain itu, mereka melakukan 

pengawasan dan evaluasi terhadap program-program sosial untuk memastikan 

efektivitasnya, serta menjalin kerjasama dengan lembaga sosial dan organisasi 

masyarakat lainnya.  

Dengan demikian, Dinas Sosial Kabupaten Pidie berperan penting dalam 

menciptakan kesejahteraan sosial dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi 

masyarakat.Dinas Sosial Kabupaten Pidie berperan sebagai lembaga yang 

mendukung kebijakan dan program pemerintah daerah  yang berkaitan dengan 

kesejahteraan sosial masyarakat.termasuk penyelenggaraan program  bantuan  Sosial, 

pengembangan masyarakat, serta penanganan masalah  Sosial seperti kemiskinan dan 

ketidakadilan sosial.  

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan Dinas Sosial dapat berfungsi dengan 

efektif, berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa setiap 

kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Tugas 

pembantuan yang diberikan kepada daerah menegaskan bahwa Dinas Sosial juga 

bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program yang mungkin berasal dari 

pemerintah pusat, sehingga memperkuat sinergi antara Pemerintah pusat dan daerah 

dalam mencapai kesejahteraan sosial. 

Dinas Sosial melaksanakan program-program sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsinya yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan diantaranya 

Rekomendasi Reaktifasi kartu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-

JK), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Rekomendasi Bidik Misi, 

Pengelolaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Pendamping Program 

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama. 

Di tengah dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah, angka kemiskinan di 

Kabupaten Pidie menunjukkan fluktuasi yang memerlukan perhatian serius.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah 

kurangnya akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja 

yang layak. Dalam konteks ini, Dinas Sosial tidak hanya berfungsi sebagai 

penyedia bantuan sosial, tetapi juga sebagai fasilitator yang menghubungkan 
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masyarakat dengan berbagai sumber daya dan program bantuan dari pemerintah 

pusat maupun daerah. Dari penjalasan diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pidie Dalam Upaya 

Menurunkan Angka Kemiskinan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah dan Identifikasi Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

1. Kemiskinan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh 

Pemerintah Indonesia, termasuk Provinsi Aceh yang tercatat sebagai salah satu 

provinsi termiskin pada tingkat Nasional, termasuk Kabupaten Pidie. 

Kabupaten Pidie menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi dengan sekitar 

18,78% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, disertai dengan kurangnya 

akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang 

layak. 

2. Pemerintah Kabupaten Pidie belum berhasil secara signifikan menurunkan 

angka kemiskinan, menunjukkan perlunya perbaikan dalam implementasi 

Program Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Program Bantuan di 

Dinas Sosial Kabupaten Pidie seperti Kartu Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan (PBI-JK), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan 

Pangan Non Tunai (BPNT ) dan kolaborasi yang lebih baik dengan stakeholder 

serta masyarakat. 

1.2.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Pidie dalam menurunkan angka 

kemiskinan? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Program program perlindungan sosial dan  

Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kabupaten Pidie dalam upaya 

menurunkan angka kemiskinan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berikut ini adalah tujuan kajian yang ingin dicapai dalam skripsi ini:  

1. Untuk mengatahui dan menganalisis fungsi Dinsos Kabupaten Pidie dalam 
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menurunkan angka kemiskinan. 

2. Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan, memahami dan mengevaluasi 

inisiatif perlindungan sosial dan pemberdayaan kelompok masyarakat kurang 

mampu di Kabupaten Pidie. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat kajian dapat dibagi menjadi beberapa kategori teoritis dan praktis 

berdasarkan pembahasan di atas: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan teoritis mengenai 

fungsi Dinsos Kabupaten Pidie dalam upaya menurunkan angka kemiskinan. 

Kajian teoritis yang diangkat dapat memperkaya khasanah keilmuan di bidang 

administrasi publik, khususnya mengenai kebijakan dan program penanggulangan 

kemiskinan. Para akademisi dan peneliti lain yang ingin mempelajari lebih lanjut 

mengenai inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memerangi 

permasalahan kemiskinan mungkin akan merasakan manfaat dari kesimpulan 

kajian ini. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Temuan kajian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran 

kepada pemerintah Kabupaten Pidie untuk mengembangkan dan melaksanakan 

rencana yang lebih ampuh untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah 

tersebut. Hasil dan evaluasi yang dilakukan dapat menjadi pedoman yang berguna 

bagi pembentuk undang-undang dalam mengambil langkah-langkah yang lebih 

fokus dan efisien untuk mengurangi kemiskinan yang bermanfaat bagi daerah 

tertinggal di Kabupaten Pidie. Selain itu, pemerintah daerah lain yang menghadapi 

kesulitan serupa dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di daerahnya 

mungkin menganggap kajian ini sebagai sumber pengetahuan dan wawasan yang 

berguna. 
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